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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 72 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR  49  TAHUN 

2020 TENTANG PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA MASA 

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional, maka Peraturan Bupati Pati Nomor  49  Tahun 

2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru 

Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di 

Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pati Nomor  66  Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor  49  Tahun 

2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru 

Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di 

Kabupaten Pati perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju 

Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 di Kabupaten Pati; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  

 

2. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2918); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3237); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5168); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang . . . 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6055); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi 

Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6414); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3447); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang 

Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6444); 

16. Peraturan . . . 
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16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu; 

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019; 

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol 

Kesehatan Bagi Masyarakat Di tempat dan Fasilitas 

Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian 

COVID-19; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 89); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

23. Peraturan Bupati Pati Nomor  49 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 49) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati 

Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor  49  Tahun 2020 tentang 

Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pati 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 66); 

MEMUTUSKAN . . . 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 49 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU 

PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI 

KABUPATEN PATI. 

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 49 

Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru 

Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di 

Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 

Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pati (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 66), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, serta 

angka 10 dan angka 11 dihapus, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 

Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Pati. 

 

6. Satuan . . . 
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6. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 

2019 Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Tugas 

Daerah adalah Satuan Tugas Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 Kabupaten Pati. 

7. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 

2019 tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut 

Satuan Tugas Kecamatan adalah Satuan Tugas 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 tingkat 

Kecamatan di Daerah.  

8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnva 

disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran 

pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory 

Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah 

menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari 

World Health Organization (WHO) dan ditetapkan 

sebagai bencana non alam nasional berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana 

Nasional. 

9. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku 

dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. 

10. dihapus. 

11. dihapus. 

12. Isolasi Mandiri adalah tindakan menahan diri oleh 

orang yang berpotensi terinfeksi COVID-19 untuk 

keluar rumah/tempat tinggal dan memisahkan diri 

dari orang lain termasuk keluarga di rumah dalam 

menjalankan kegiatan sehari hari dengan tujuan 

mencegah penularan COVID-19. 

 

2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 20A dan Pasal 20B yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal . . . 
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Pasal 20A 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 

a. Semua frase “Gugus Tugas Daerah” dalam Peraturan 

Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Pati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor  49 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 

Pati, harus dibaca dan dimaknai “Satuan Tugas 

Daerah”; 

b. Semua frase “Gugus Tugas Kecamatan” dalam 

Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 

Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 

Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan 

Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 di Kabupaten Pati, harus dibaca dan 

dimaknai “Satuan Tugas Kecamatan”. 

Pasal 20B 

(1) Semua ketentuan di Daerah mengenai “Gugus Tugas 

Daerah” harus dibaca dan dimaknai “Satuan Tugas 

Daerah”, sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Bupati ini. 

(2) Semua ketentuan di Daerah mengenai “Gugus Tugas 

Kecamatan” harus dibaca dan dimaknai “Satuan 

Tugas Kecamatan”, sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

  Ditetapkan di Pati 

  Pada tanggal  30 September 2020 

  BUPATI PATI, 

 

    ttd.  

 

    HARYANTO  

Diundangkan di Pati 

Pada tanggal  30 September 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

  ttd. 

             SUHARYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR  72 

Ya 

 


